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Abstrak

Laporan magang im berjudul “PROSEDUR PEMBERIAN TUNJANGAN
PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) DI
LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAMBI”, penulisan ini di lakukan di Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuan laporan ini untuk
mengetahui bagaiaman prosedur pemeberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Metode penulisan yang digunakan penulis adalah Data Primer yang merupakan data
yang di peroleh secara langsung seperti wawancara terhadap pegawai dan penulis juga
menggunakan Data Skunder yang mana data ini di peroleh dari buku atau internet. Dari
hasil magang ini penulis dapat menyimpukan bahwa Prosedur pemberian Tunjangan
Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Provinst Jambi mehbatkan tahapan vang terstruktur, dimulai dan
pengisian e-kinerja oleh pegawai, penilaian oleh atasan, verifikasi absensi oleh BKD,

hingga pencairan TPP ke rekening pegawai.

Kata kunci: prosedur, pemberian, pegawai.
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Abstract

This internship report is entitled “PROCEDURE FOR PROVIDING
EMPLOYEE INCOME ALLOWANCE TO STATE EMPLOYEES (PNS) IN THE
ENVIRONMENT OF THE DINAS PENANAMAN MODAL AND PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAMBI”, this writing was
conducted at the Investment Office of One-Stop Integrated Services (DPMPTSP). The
purpose of this report is to find out how the procedure for providing Employee Income
Allowance (TPP). The wnting method used by the author 1s Primary Data which 1s data
obtained directly such as interviews with employees and the author also uses Secondary
Data where this data 1s obtained from books or the internet. From the results of this
internship, the author can conclude that the procedure for granting Employee Income
Allowance (TPP) at the Jambi Province One-Stop Investment and Integrated Services
Office (DPMPTSP) involves structured stages, starting from filling out e-performance
by employees, assessment by superiors, verification of attendance by BKD., to

disbursement of TPP to employee accounts.

Keywords: procedure, granting, emplovee.
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BAB1
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang sangat penting dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk menjaga semangat
kerja, profesional, dan loyalitas pegawai negeri, pemerintah memberikan berbagai bentuk
kompensasi yaitu secara finansial. Bentuk kompensasi finansial itu adalah Tujuangan
Penghasilan Pegawai (TPP), yang di benkan sebagar tambahan di luar gap pokok dan
tunjangan lainnya. Pemberian Tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ini dimaksudkan
untuk Meningkatkan kuliatas kinerja pegawal dan meningkatkan motivasi kerja para
pegawai, mendorong kedisiplinan, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap beban
kerja dan tanggung jawab yang telah di bebankan kepada pegawai.(Soemarso, 2011)

Secara umum, kebijakan pemernntah untuk memberikan Tunjangan Penghasilan
Pegawai (TPP) telah di atur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019), Yang memberikan kekuasaan kepada kepala
daerah untuk menetapkan tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan pertimbangan
kinerja pegawai, lokasi pegawai bertugas, kondisi kinerja, dan kemampuan keuangan
daerah. Lebih lanjut, ketentuan im1 di implementasikan melalul peraturan daerah atau
peraturan gubernur, seperti yang telah di tulis (Dalam Peraturan Gubernur Jambi Tahun
3 Tahun., 2022). Dalam regulasi tersebut diatur mengenai besaran TPP, mekanisme
pemberian, hingga indikator penilaiannya.

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) memang dimaksudkan untuk mendorong
kinerja pegawai, namun implementasinya masih menemui berbagai kendala. Penelitian
oleh (Harahap, A., Simanjuntak, 2020) menunjukkan bahwa masih ada ketidakcocokan
antara besaran tunjangan dan Kinerja pegawai yang sebenarnya. Beberapa hal yang
menyebabkan ketidakcocokan ini adalah integrasi data kepegawaian yang belum
sempurna, sistem penilaian kKinerja yang kurang kuat, serta data kehadiran dan pelaporan
yang masih belum akurat.

Selain itu, Menurut (Fitriani, 2021) dalam jurnal nya yang berjudul implementasi
sistem informasi dalam pengelolaan TPP, pemanfaatan sistem informasi yang belum
memadal juga memperlambat proses verifikasi dan pencairan tunjangan. Padahal,
pengguna sistem digital juga sangat penting untuk menunjukkan efesien, akuntabilitas,

dan transparan. Menurut (Sedarmayanti, 2017) dalam bukunya yang berjudul manajemen
1



SDM dan produktivitas kerja, juga menegaskan bahwa sistem kompensasi harus di susun
berdasarkan prinsip keadilan dan kinerja, karena tunjangan yang tidak sesual dengan
kinerja para pegawai yang dapat menurunkan semangat dan motivasi pegawai. Hal ini
juga sama di kemukakan oleh (Siagian, 2005) dalam bukunya yang berjudul manajemen
sumber daya manusia, yang menyatakan bahwa sistem imbalan yang efekuf adalah
strategi yang paling penting untuk memanjamen sumber daya manusia dalam sektor
publik.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawal, Tunjangan Penghasilan Pegawm
(TPP) menjadi peran penting untuk membenahi sistem birokrasi dan membangun budaya
kerja berbasis kinerja. Dalam sistem modern, orientasi terhadap hasil untuk menjadi fokus
utama, untuk pemberian penerapan TPP di harapan mampu mengubah perilaku kerja
pegawai agar lebih bertanggung jawab, inovasi, dan berorientasi pada pelayanan publik
yang baik. Hal 11 juga dapat sejalan dengan semangat penyelenggaraan
pemerintahan.(Siagian, 2005)

Namun demikian, keefektivitas dari pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai
(TPP) masih sangat bergantung dengan pada implementas: prosedur vang berlaku. Jika
pelaksanaan prosedur tidak terlaksanakan secara konsisten, maka tujuan Pemberian
Tunmjangan Penghasilan Pegawai (TPP) in1 tidak akan pernah tercapai secara optimal.
Evaluasi yang bertahap terhadap pembenan Tunjangan Penghasilan Pegawa (TPP), serta
memberikan pelatihan kepada Pegawai Negara Sipil (PNS) yang mengelola tugas ini,

menjadi kuct utama untuk memperbaiki kekurangan yang ada. (Sedarmayant, 2017)

Teknologi juga mempunyai peran penting dalam pemberian Tunjangan
Penghasilan Pegawail (PINS) untuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan dan tidak hanya
itu tekonologi juga untuk penilaian kinerja secara terhubung. Teknologi digital juga dapat
memastikan transparan dalam pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Penggunaan aplikasi seperti E-kinerja dan Sistem Absensi Otomatis (SIABON) dapat
mempermudahkan pegawai dalam pengajuan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan
absensi juga meminimalisir kesalahan input data, serta meningkatkan transparansi dalam
setiap administrasi. Selain itu, pengguna aplikasi tersebut untuk infrastruktur digital dan

memastikan seluruh pegawai terlatih dalam penggunaanya. (Siagian, 2005)



Pengembangan sistem pengawasan yang lebih baik menjadi hal yang sangat
sensitif. Dan dalam hal in1 penerapan pengawasan dilakukan secara ketat dan di dukung
atau berkolaborasi dengan teknologi supaya mempermudahkan untuk potens:
menemukan penyalahgunaan dan kesalahan input data dalam proses pemberian
Tunjangan Penghasilan Pegawar (TPP). Sistem vang transparan 1ni sangat
menguntungkan pegawai.(fitriani, 2021)

Pentingnya penerapan sistem teknologi akan menjadi lebih baik dan terstruktur
tidak hanya terfokus satu itk saja seperti peningkatkan kesejahteraan pegawai, tetap
juga membuat perubahan tata cara kerja yang lebih professional dan berbasis teknologi.
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tepat sasaran dapat diharapkan untuk
membentuk pegawal yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas -tugas
pemerintah serta memotivasi mereka supaya berinovasi dami pelayanan publik. (Harahap,
A., Simanjuntak, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah laporan yang
berjudul *Prosedur Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) PROVINSI JAMBI™.

1.2  Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan rumus masalah pokok
laporan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi?

2. Apa saja kendala yang dihadapr dalam pelaksanaan prosedur pembenan
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di DPMPTSP Provinsi Jambi?

3. Apakah penggunaan sistem yang diterapkan dalam proses pemberian Tunjangan

Penghasilan Pegawai (TPP) telah berjalan secara efektif dan efisien?

fad



1.3  Tujuan dan manfaat penulis
1.3.1 Tujuan penulis
Berdasrkan masalah pokok dalam kegiatan magang yang telah dilakukan, maka
tujuannya dari penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemberian Tunjangan Pegawai (TPP).
2. Untuk mengetahui apakah di DPMPTSP sering menghadapi kendala dalam
pemberian TPP ini.
3. Untuk mengetahum apakah penggunaan sistem teknologi di DPMPTSP Provinsi
Jambi telah efesien dan baik.
1.3.2 Manfaat Penulis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang membacanya. Adapun
manfaat penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Laporan ini bisa dapat menjadi masukan bagi Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam mengevaluai dan
menyempurnakan prosedur pembenan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
2. Bagi penulis
Sebagal pemenuhan salah satu syarat sidang pada Program Akuntansi Program
Diploma III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dan menambah wawasan
tentang instansi pemeriniahan. Dan kegiatan magang ini menambah pemahaman tentang
dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Bagi pembaca
Laporan ini bisa diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca
mengenal alur dan mekamisme Pembenan Tunjangan Pegawai (TPP). Selain itu
juga bermanfaat sebagai refrensi untuk memahami prosedur pemberian Tunjangan

Penghasilan Pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4  Metode Penelitian
1. Data primer
Data primier merupakan data yvang didapatkan secara langsung atau
melalui pegawai intansi tersebut melalui wawancara dan pengamatan secara

langsung di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
(Sugiyono, 2013)
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1.4.1

Data sekunder

Data skunder in1 merupakan data yang di cari melalui media prantara atau secara

tidak langsung seperti melalui buku dan internet.(Nazir, 2018)

Metode Pengumpulan Data
Ada beberapa motode penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:
Menelusuri/mencari (browsing/searching)

Dalam proses penulisan, penulis mengumpulkan data dengan cara
menjelajahi dunia maya atau internet untuk mengumpulkan sebuah informasi
untuk membuat laporan tugas akhir ini.

Perpustakaan

Dengan metode pengumpulan data ini, penulis mengumpulkan data
dengan data ke perpustakaan untuk mencari kajian-kajian literatur vang berkaitan
dengan masalah-masalah yang akan di angkat melalui laporan ini.

Wawancara

Menurut (Kvale, 1996) Wawancara adalah metode pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara berbicara langsung dengan individu atau kelompok
yang memiliki informasi atau pengalaman terkait dengan topik penelitian. Dalam
wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan
jawaban yang lebih mendalam dan lebih terperinci mengenai subjek yang sedang
diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara struktur atau tidak terstruktur.

Observasi

Sedangkan menurut (Sugivono, 2013) Metode observasi adalah suatu teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dengan
cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks
penelitian sosial atau studi kasus seperti dalam laporan magang ini, observasi biasanya

dilakukan dengan cara mengamati perilaku atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan

alami tanpa intervensi langsung dari peneliti.



1.5 Waktu dan Tempat Magang
1.5.1 Waktu

Penulis malakukan kegiatan magang 1m saat memasukin semester 6 Program
Studi Akuntansi Program Diploma III Unversitas jambi, kagiatan magang ini berlangsung
selama 2 (dua) bulan, dan tanggal 6 januan s.d 6 maret 20235.
1.5.2 Tempat Pelaksanaan Magang

Penulis malakukan kegiatan magang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PROVINSI JAMBI.
1.6  Sistematik Penulis

Tujuan dari penulisan sistematik ini untuk memberikan gambaran secara luas dan
mudah untuk di mengerti mngenai isi laporan tugas akhir ini, sehingga pembaca dapat
melihat secara jelas hubungan antara BAB yang satu dengan BAB yang lain. laporan
tugas akhir ini penulis membagi pokok Bahasa menjadi empat BAB, dimana masing-
masing BAB terdiri dari subab dan ringkasan isi setiap bab laporan tugas akhir ini.
BAB I Pendahuluan

pada bagian im1 merupakan pendahuluan yang bensi tentang latar belakang
memilih tema yang diangkat, masalah, tujuan penulisan, metode penulisa, waktu
magang, tempat magang, dan sistematis penulisan tugas akhir.
BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tentang penjelasan yang menjadi
landasan dalam laporan 1ni.
BAB III Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas Penanaman Modal Pelayana
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mencentakan sturktur orgamsasi instansi,
kedudukan atau posisi jabatan, sejarah instansi, visi dan misi instansi, dan prosedur
pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (DPMPTSP) Provinsi Jambi,
BAB IV Penutupan

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang
dapat digunakan sebagail bahan tambahan pemikiran dan masukan dalam usaha menuju

perbankan.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Prosedur Pemberian (TPP)

Dalam lingkungan organisasi, baik di lingkup swasta maupun pemerintahan, saat
melakukan kegiatan membutuhkan sistem kerja yang berstruktur dan terstandardisasi. Im
adalah bentuk alat untuk membantu dalam pelaksanaan kerja yang sistematis tersebut
adalah proses kerja, prosedur, yaitu urutan langkah-langkah yang telah di tetapkan secara
resmi untuk menyelesaitkan suatu aktivitas tertentu. Prosedur in1 sangat di perlukan
organisasi agar setiap kegiatan dalam berorganisasi dapat berjalan dengan baik, tertib,
konsisten, dan sesual dengan regulasi yang ada. Dalam konteks ini instansi pemerintah,
khususnya dalam hal pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), prosedur sangat
penting guna menjamin proses pemberian tunjangan dilakukan secara objekitif,
transparan, dan akuntabilitas.

Menurut (Mulyadi, 2016), prosedur adalah uraian kegiatan klerikal yang
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin
penanganan yvang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi secara berulang.
Artinya, prosedur bukan hanya berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan tetapi
Juga dapat mengatur pembagian peran antar pegawal dalam organisasi dengan prosedur
yang baik proses pemberian TPP dapat juga dipantau, dinilai dan dievaluasi secara
menyeluruh sehingga dapat meredamkan terjadinya kesalahan.

Pemerintahan juga telah mengupayakan penetapannya dasar hukum dan panduan
teknis dalam prosedur pemberian TPP, salah satunya melalui (Peraturan Dalam Negri
Nomor 6 Tahun 2006) tentang pedoman umum tata cara perhitungan dan pemberian
tambahan penghasilan pegawa negen sipil daerah dalam regulasi tersebut, diatur bahwa
pemberian TPP ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kerja pencapaian
kinerja kedisiplinan serta kemampuan keuangan daerah tersebut. Hal in1 menunjukkan
bahwa dalam pemberian TTP imi tidak bersifat administratif semata, tetapi juga berkaitan
dengan sistem evaluasi kinerja pegawai.

Dalam prosedur pemberian TPP tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga
bagian dari sistem manajemen Kinerja di lingkungan pemerintahan atau swasta. Dalam
kejelasan prosedur juga dapat mendorong peningkatan kedisiplinan dan motivasi

pegawai, serta dapat membantu pemerintah untuk membangun tata kelola yang baik.



2.1.1 Pengertian Prosedur

Dalam sebuah organisasi atau instansi, untuk melancarkan pelaksanaan tugas atau
kegiatan sangat bergantung pada pedoman kerja yang berstruktur. Salah satunya ialah
prosedur, prosedur ini yang sangat penting untuk mengatur uraian kegiatan agar setiap
pekerjaan dapat di lakukan secara efesien dan sesuai dengan tujuan yang telah bentuk
sejak awal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian prosedur bisa
dhartikan sebaga benkut.

a. tahapan kegiatan menyelesaikan suatu aktivitas.
b. Metode kegiatan langka demi langkah secara pasti untuk memecahkan
suatu masalah.

Prosedur memliki bebrapa makna atau defisinisi yang telah di uraikan atau
mendefinisikan oleh beberapa para ahli yvang menekan perbedaan pengertiannya. Berikut
ini akan di jelaskan pengertian prosedur menurut para ahli.

a. Pengertian prosedur menurut (Sutrisno, 2010)
Merupakan metode tetap yang menggambarkan secara terperinci cara melakukan
suatu aktivitas atau pekerjaan, meliputi siapa yang melaksanakan, bagaimana
pelaksanaannya, kapan dilaksanakan, dan dalam urutan seperti apa.

b. Pengertian prosedur menurut (Sedarmayanti, 2017)
Prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas atau pekerjaan rutin yang dilaksanakan
secara berurutan menurut aturan atau Ketentuan tertentu, biasanya dituangkan
dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP).

c. Sedangkan menurut (Widyanti, I,.& Sugiharto, 2020) adalah
Prosedur adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan
suatu proses kerja, vang memiliki peran penting dalam menjamin akurasi dan
efisiensi pelaksanaan tugas di sektor pemerintahan.

2.1.2 Kkarakteristik prosedur
Berikut ini ada beberapa karakteristik prosedur menurut para ahli, sebagai berikut
1. (Mulyadi, 2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

a. Merupakan serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara
kronologis dan sistematis.
Prosedur memungkinkan Kkegiatan dalam organisasi berjalan secara

terkoordinasi karena setiap aktivitas dijalankan berdasarkan langkah-
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langkah yang telah ditetapkan, sehingga berbagai pihak yang terlibat dapat
bekerja sesual peran dan tanggung jawabnya untuk mencapai hasil yang
optimal.
b. Digunakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas tertentu.
Prosedur dibuat dan diterapkan dalam suatu organisasi sebagal pedoman
kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan aktivitas atau tugas tertentu
dengan cara yang terstruktur dan konsisten. Dengan adanya prosedur,
sefiap langkah dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara
sistematis, sehingga meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi
kerja, serta memastikan bahwa hasil akhir sesual dengan standar atau
tujuan yvang telah ditetapkan sebelumnya.
c. Prosedur merupakan bagian dari sistem, karena setiap sistem terdiri dari
beberapa prosedur.
Dalam konteks organisasi maupun sistem Kerja, prosedur merupakan
elemen penting yang tidak dapat dipisahkan darn keseluruhan sistem.
Setiap sistem pada dasarnya tersusun dan berbaga prosedur yang saling
terkait dan mendukung satu sama lain. Prosedur bertindak sebagai
komponen operasional yvang menjabarkan secara rinci langkah-langkah
teknis dalam pelaksanaan fungsi sistem tersebut, sehingga keberadaan
prosedur membantu memastikan bahwa sistem dapat berjalan secara
teratur, terkontrol, dan sesua1 dengan tujuan yang telah dirancang.
2.1.3 Manfaat prosedur
Para ahli menyatakan bahwa prosedur mempunyai beberapa manfaat penting
untuk membantu organmisasi mencapal tujuan. (Mulyadi, 2016) mengatakan bahwa
Prosedur di susun secara sistematis dan dapat meningkatkan ke efesiensi kerja karena
setiap langkah kegiatan sudah direncanakan secara teratur. (Sutabri, 2012) menambahkan
bahwa Prosedur dapat menciptakan konsistensi dalam merangkai dan pelaksanaan tugas,
sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.
Sementara itu, (Siagian, 2005) mengatakan bahwa Prosedur memudahkan pimpinan
dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pegawai. (Handayaningrat, 2002) juga
menegaskan bahwa Prosedur dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan

karena mempunyai alur kerja yang jelas.



Secara umum, prosedur sangat bermanfaat untuk mempermudah kan pelaksanaan
kegiatan, menghindan kebingungan, dan dapat juga efesien waktu saat proses kerja.
Prosedur dapat mengurangi resiko kesalahan Karena setiap aktivitas di jalankan sesuai
petunjuk yang sudah di tetapkan sebelumnya. Dalam hal pengawasan, prosedur
membenkan dasar bagi kepemimpinan untuk di mlai apakah tugas 1m telah dilaksanakan
dengan baik. Selain itu, prosedur juga sangat membantu untuk melatih pegawai baru
supaya bisa dijadikan pedoman dalam pemahaman tugas dan tanggungjawabnya mereka.
Menurut (Rahmawati, 2019) dalam penehiiannyva menunjukkan bahwa Prosedur yang
jelas dan diterapkan dengan baik dapat meningkatkan efektivitas serta produktivitas kerja
pegawal. Oleh karena itu, keberadaan prosedur sangat penting dalam menciptakan sistem
kerja yang tertib, efesien, dan mudah untuk di atur,

Selain itu, prosedur dapat juga meningkatkan akuntabilitas dan transparan dalam
pelaksanaan tugasnya di linkungan organisasi, munculnya prosedur tertulis yang dapat
menjadi pedoman, setiap langkah dan keputusan yang di ambil oleh pegawai dapat di
telusuri dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting untuk Instansi pemerintah
atau swasta vang besar, di mana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas harus di lakukan
secara teratur. Prosedur memungkinkan setiap aktivitas terdokumentasi dengan baik agar
mempermudah proses audit maupun evaluasi internal, tidak hanya efesien yang tercapai
tapi juga kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi dapat meningkatkan Karena
setiap kegiatan di dasarkan pada standar yvang jelas dan transparan.

2.2 Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan bentuk tunjangan berbasis
kinerja yang diberikan kepada Pegawal Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk penghargaan
oleh pemerintah dalan mereformasi birokrasi serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Pemberian TPP ini di dilihat dari evaluasi kinerja, kehadiran, displin, dan tingkat jabatan
pada ASN. Sistem 1m diterapkan untuk mendorong terciptanya Kerja yang profesional,
produktif, ada akuntabel di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta.

Penerapan TPP juga searah dengan peraturan pemerintah (Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun, 2017), yang menyoroti pentingnya manajemen kerja sebagai dasar
dalam pengelolaan ASN. Dalam keadaan sebarnya, TPP tidak hanya bertujuan untuk
menambah tambahan penghasilan pegawai, tetapi juga untuk instrumen dan memperbaiki
perilaku kerja dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, TPP manjadi bentuk nyata dari

sistem reward-basade, dimana para ASN yang mempunyai kinerja baik dan disiplin akan
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mendapatkan TPP yang lebih besar di bandingkan ASN yang kurang memenuhi kriteria
penilaian. Dalam sistem TPP in1 diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas
kerja. Hal 1m1 dapat dicapai dengan menyesuaikan besaran tunjangan terhadap kontrbusi
nyata pegawai terhadap pencapaian Tujuangan instansi. Oleh karena itu, TPP memiliki
peran yang sangat penting dalam pembentukan ASN vang kinerja tinggi dan memberikan
pelayanan publik yang efektf.

Dalam praktiknya, TPP juga menjadi alat kontrol terhadap kedisiplinan dan
kepegawalan terhadap sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Setiap ASN harus
di dapat melakukan target kinerja individu berdasarkan sasaran kinerja pegawai, menjaga
kehadiran, serta Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuail jabatan maupun
struktural vang di gendong.

2.2.1 Fungsisistem Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)
1. Fungsi kepegawaan.

Bagian ini kepegawaian bertangung jawab atas pengelolan data karyawan
yang berhak menerima tunjangan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan
berbagai faktor yang di tetapkan oleh istansi. Faktor-faktor tersebut meliputi
jabatan, masa kerja, kinerja kerja, daftar kehadiran pegawai.

2. Fungsi pencatatan waktu.

Fungi pencatatan waktu ini bertanggung jawab dalam memonitor
kehadiran pegawai sebagai dasr pemberian tujangan berbasis kehadira, seperti
tunjanagan kehadiran penuh. Selaian itu, jam lembur harus dicatat untuk
menentukan besarnya tunjangan yang berhak di terima karyawan dan mengelola
data cuti dan 1zin juga dapat mempengaruhi besaran tunjangan penghasilan
pegawal sehingga perhitungan tunjangan dapat lebih akurat sesuar dengan
kebijakan yang berlaku.

3. Fungsi pembuatan daftar tunjangan.

Bagian ini bertanggung jawab menghitung jumlah tunjangan yang harus
dibayarkan kepada pegawai berdaskan data kepegawain dan pencatatan waktu.
Selaian 1tu,daftar tunjangan disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor,
termasuk potongan yang mungkn Dberlaku,seperti pajak, atau sanksi
ketidakhadiran. Daftar tunjangan diserahkan oleh pembuat daftar tunjangan
kepada fungsi akutansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai

dasar pembayaran.
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2.2.2 Fungsi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)

Menurut (Sedarmayanti, 2017) , pembernan tunjangan berbasis kinerja seperti
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan bagian dari sistem kompensasi yang
tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperbaiki kualitas sumber daya
manusia aparatur. Fungsi utama dan pemberian TPP dalam konteks manajemen

kepegawaian publik antara lain:
a. Sebagai sarana peningkatan motivasi kerja pegawai.
b. Untuk membentuk budaya kerja profesional dan berorientasi kinerja.
c. Sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia.

d. Untuk menciptakan iklim kerja yang kompetitif dan sehat
2.2.3 Komponen Penilaian Tunjangan Penghasilan (TPP)

Saat sistem Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), besarnya
tunjangan yang harus di terima setiap pegawai tidak selalu sama, TPP diberikan
berdasarkan beberapa komponen penilaian vang telah di atur, untuk membangun atau
menciptakan keadilan dan mendorong peningkatan kerja kedisplinan pegawai. Menurut
(Arifin, 2011), sistem kompensasi yang berbasis untuk mempertimbangkan berbagai
indikator yang menggambarkan kontribusi nyata terhadap organisasi.

Secara umum, ada beberapa komponen utama yang mempengaruhi penilaian dan
besaran TPP di antara lain sebagai berikut:

a. Kehadiran
Kehadiran sangat penting Karena salah satu indikator penting untuk
menunjukkan tingkat kedisiplinan pegawai. Semakin kehadiran, semakin
besar juga point penilainya untuk di berikan. Pegawai yang sering
alpa/tidak hadir tanpa keterangan yang tidak jelas akan mengalami
pengurangan TPP sesuai peraturan.

b. Kinerja
Kinerja menggambarkan seberapa bailk pegawal tersebut dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Penilaian kinerja biasanya
meliputi beberapa capaian indikator kerja utama yang telah di tentukan
dalam rencana kerja individu, menurut (Rival, 2015) kinerja adalah hasil
kerja secara kualitatif dan kuantitas yang harus dicapai oleh seorang
pegawal dalam melaksanakan tugasnya.
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c. Kedisplinan
Selain kehadiran, kedisplinan tidak juga kalah penting, kedisiplinan juga
mencakup ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan, serta etika
dalam berkerja. Pegawai yang melanggar aturan disiplin akan di kenaikan
sanksl atau hukuman yang berdasarkan buruk bagi nilar TPP seperti
pengurangan penilaian TPP.

d. Jabatan atau beban kerja
Besarnya TPP juga mempertimbangkan tingkat jabatan atau beban kerja
yang Harus di pikul oleh pegawai. Semakin tinggi jabatan semakin berat
pula beban yang di pikul juga, maka akan besar pula TPP nya yang akan
di berikan.

2.2.4 Mekanisme Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)

Dalam mekanisme Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dalam
instansi pemerintah umumnya dilaksanakan secara bertahap terhadap secara sistematis
yang bertujuan untuk memastikan bahwa tunjangan tersebut dapat diberikan secara
objektif, adil, dan sesuai dengan kinerja serta kehadiran pegawai. Menurut (Hasibuan,
2017), sistem pemberian kompensasi yang baik dan benar harus dilakukan secara
transparan dan berdasarkan kriteria yang terukur agar menciptakan motivasi kerja dan

motivasi produktivitas pegawai.



Ada alur yang secara umum dilakukan untuk di Pemberian TPP dan dapat
dijalankan melalui tahapan seperti berikut.
1. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Pegawai Negri Sipil (PNS) membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada
awal tahun, ini adalah target Kinerja vang harus dicapai oleh Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam setahun.

EQ 7 e Kinerla X o+ A 0 &

¢ = C @ kinerjabkngoid/skp/esfd111e81ed6i1desB4atledsannfios/pentiarancosani @ 12 w 2%t # O O &

E-KINERJA NO. REMCANA HASIL KERIA

Teraadianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Aumah Korban Bencanatau Program atau
Redokas fhota

B B P indktor: -
11"y kuantitas - Jumiah data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana can atau

MAIN MENU Relokasi Program
2 waku - Waktu penyelesaian laporan

Terlaksannaya Musrenbang Kecamatan untuk pemyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
L xp Tahun Anggaran 2025

-
e Tim Keds 2

1. kuantitas - Jumiah laparan penginputian rincian kegiatan dilatek langunau detu Anggdaran

a Profi

nahun Angaan 2025
& Angha Kreit 2 waktu - Waktu penyelesaian laporan
B Persetujuan PAK Terlaksannaya pengnputan rincian kegiatan bidang Perumahant 2025
Inikator :
B Rekap Keberatan 3| 1 kuantitas - Jumlah laporan penginputian rincian kegiatan bidang Peraimahan tanun 2025
2 waktu - Waktu penyelesaian laporan
DASHBOARD
Terlaksannaya Musrenbang Kabupaten untuk penyusunan Rencana Kegjalan tahun
@ Dashboard Anggaran 2028
4 |Indikator: H
1. kuantitas - Jumiah laporan musrenbang Kabupaten untuk penyusanahantahunAnggaran
2 waktu penyelesaian laporan

Crambar 2. 1 Pembuatan Sasaran Kinerja (SKP)
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Pegawai Negri Sipil (PNS) membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada
awal tahun, in1 adalah target kinerja yang harus dicapai oleh Aparatur Sipil Negara

(ASN) dalam setahun.
i
¢£3C0 r Kin erja.bkn.go.id/skp/08e55¢36610e43ede 79684 /<kp_bawahan cek # OB

B Newta @ sscasN ) Verics

; HLMUSLIMIN MUSLIMIN

Diattar SKP Bawahan
Buku Panduan SKP
Tahun 2022
MAIN MENU
Unit Kerja
& Profi BAGIAN UMUM
O TinKesp STATUS S4P
Draft W
DaSHS0ARD
Nip Nama Jabatan Status Aksi
@ Deshboard
BACIAN UMUM ANY ANGCARAN ~ PENGADMINIST RASI UMUM Draft
BACIAN UMUM SWI RTWANGANUH  Anails Kebijakan Alen Mue Draft
BACIAN UMUM TOHY LAYA PENCALDMINISTRASIAN UAN  Draft
BACIAN UMUM MOHAMMAD PENCELOLA SARANA DAN Draft
BACIAN UMUM BET! I SPURTA PRASARANA KANTOR Draft
BACIAN UMUM RAIZUL RAIL PENGADMINISTRASI PERKSL Draft
SUABACAUBBACHUMUMUP  SUPULI PENGADMINISTRAS| PERSEKUTUAN  Draft

Gambar 2. 2 Pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
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2. Pengisian Ekinerja (EKIN)
Setelah Sasaran Kinerja Pegawail (SKP) di buat pada awal tahun oleh Pegawai
Negeri Sipil (PNS), maka pada akhir bulan Pegawai Negn Sipil (PNS) mengisi
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& TimKerja Tersedianya
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B Angkakredit realisasi fisk J:m*a: + KINERJA

: dan keuangan s BULAN
i realisasi fisk

trivuian | ; MARET

@ Persetujuan PAK ditrivulan |
20 Hapus
Laporan

£ Rekap Keberatan

DASHBOARD Pencegahan
Permuhanan « KINERJA

@ DEIShbt}ErEE Humuh pada EULAH
Kabupaten/ MARET
i
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Cambar 2. 3 Pembuatan Ekinerja (EKIN)
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Crambar 2. 4 Pengajuan Ekin Ke Atasan
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3. Rekab absensi
Setelah pegawai selesali mengisi E-Kinerja (Ekin), langkah selanjutnya adalah
merekap absensi selama satu bulan terakhir. Proses rekapitulasi kehadiran ini
dilakukan melalui Sistem Absensi Online (SIABON), vang merupakan sistem
digital terintegrasi untuk mencatat dan memverifikasi data absensi secara real-
time.

4. Venhikasi data oleh Badan Kepegawalan Daerah (BKD)
Setelah membuat ekin dan merekap data kehadiran lalu akan di periksa oleh Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) untuk verifikasi untuk memastikan bahwa kehadiran
dan sata kinerja Pegawai Negn Sipil (PNS) sesuail dengan catatan yang ada, serta
tidak ada pelanggaran yang dapat mempengaruhi pemberian TPP.

5. Pencairan dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)
Setelah proses verifikasi data , dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)
kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening masing-masing ASN yang berhak

menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan perhitungan yang

telah dilakukan.

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk insentif yang
dibenkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penghargaan atas kinerja dan
kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi,
pemberian TPP telah diatur sedemikian rupa berdasarkan golongan pegawail, jabatan
fungsional, serta hasil evaluasi kinerja dan absensi bulanan. Secara umum, berikut ini

adalah besaran TPP bulanan yang diterima oleh ASN DPMPTSP berdasarkan klasifikasi

golongan:
GOLNGAN TPP
Golongan 11 Rp2000.000-Rp.2.500.00
Golongan III R p2.500.000-R p4000.000
Golongan IV Rp.4.500.000-Rp7.000.000
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23  Komponen Pendapat ASN lainnya

Pegawal Negen Sipil (PNS) tidak nya di berikan pendapatan melalui gaji pokok
dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), tapi juga mencakup beberapa tunjangan
lainnya yang diberikan berdasarkan status, jabatan, dan kebutuhan pegawai. Pemberian
Tunjangan 1 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawal dan membenkan
dukungan finansial tambahan bagi PNS dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Menurut (Sedarmayanti, 2017), tunjangan merupakan bagian sistem kompensasi
yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi kerja pegawar dan membernkan
kepuasan kerja di lingkungan birokrasi. Ada beberapa tunjangan yang meliputi tunjangan
keluarga seperti suami/isteri, tunjangan jabatan bagi pejabat struktural atau fungsional,
Tunjungan umum, serta tunjangan berbasis kebutuhan dasar seperti tunjangan beras dan
tunjangan kematian.
2.3.1 Tunjangan suami istri

Kententuan yang berlaku untuk tunjangan suami istri sebagai berikut:

1. Tunjangan imi berikan untuk satu suami ister1 yang Pegawai Negrn Sipil (PNS) vang sah
secara agama dan hukum.

2. Besarnya tunjangan 10% dari gaji pokok suami isteri, sesuai dengan ketentuan pemerintah.

3. Untuk mendapatkan tunjangan suami isteri harus dibuktikan surat nikah dan surat keluarga
(KK).

4. Apabila kedua pasangan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bercerai atau
salah satu di antaranya meninggal dunia, maka tunjangan suami/istri hanya dapat diberikan
setelah dibuktikan dengan dokumen resmi berupa akta nikah dan Kartu Keluarga (KK)

5. Tunjangan ini untuk membatu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan
meningkatkan ksejahteraan para PNS.

2.3.2 Tunjangan Jabatan
Tunjngan jabatan itu dibagi menjadi 2 yaitu struktrual dan fungsional 1ni1 adalah
perbedaan antar keduanya vaitu:
1. Tunjangan Jabatan struktual
Tunjangan jabatan in1 diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan
structural dalam berorganisasi, contohnya kepala seksi, kepala bidang,

kepala dinas. Besarnya tunjangan telah di atur dalam peraturan (Presiden

Republik Indonesia, 2007) .
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2. Tunjangan jabatan fungsional
Tunjangan ini diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional
tertentu sesual bidangnya.
Besarnya tunjngan disesuaikan melalui jenjang jabatan seprti pemula,
muda, madya, utama dan 1m diatur dalam peraturan mentri atau prsiden
sesulan masing- masimg bidang jabatannya.(Presiden Republik Indonesia,
2007).
2.3.3 Tunjangan Umum
Tujangan umum adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang tidak memilki
jabatan struktual, jabatan fungsional, tunjangan ini supaya meningkatkan kesahteraan
pegawai. (Presiden Republik Indonesia, 2006). Ada pun besaran tunjangan yang diterima
antara lain:
a. PNS Golongan I Rp 175.000
b. PNS Golongan I Rp180.000
c. PNS Golongan III Rp185.000
d. PNS Golongan IV Rp 190.000
2.3.4 Tunjangan Beras
Tunjangan beras adalah tunjangan yvang salah satu komponen dan gajp yang
berikan kepada PNS dan anggota keluarganya. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk
natura (fisik) seperti beras atau bentuk fisik lainnya yang berlaku. Tunjangan ini diberikan
sebesar 10kg setiap bulannya, jika diberikan secara tunai, maka bserannya yang
ditetapkan adalah sejumlah nilai harga per kilogram beras tersebut. Bserannya tunjangan
di berikan kepada PNS dan tanggungan pegawai (anak dan isteri) termasuk juga pegawai

tersebut.

2.3.4 Tunjangan kematian
Tunjangan kematian merupakan salah satu bentuk santunan yang diberikan oleh

pemerintah kepada ahli waris dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal dunia.

Tujuan dari pemberian tunjangan ini adalah untuk meringankan beban keluarga yang

ditinggalkan dan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian ASN selama menjalankan
tugas negara. (Presiden Republik Indonesia, 2007)



Menurut (Peraturan Mentri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2011, 2011), tunjangan
kematian diberikan kepada:
a. ASN (PNS dan PPPK) yang meninggal dunia dalam status aktif;
b. ASN yang meninggal saat menjalankan tugas kedinasan; atau

¢. Pensiunan ASN vang masih tercatat berhak menerima pensiun.
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BAB III
PEMBAHASAN
3.1  Gambaran Umum Kantor DPMPTSP Provinsi Jambi
Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi melaksanakan tugas pokok
Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang
penanaman modal dan memberikan persetuan dan perizinan penanaman modal
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman
modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodic;
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan (gubenur jambi,
2016), Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi,

3.3.1 Visi DPMPTSP Provinsi Jambi
Terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dsn Profesional
Di Bawah Ridho Allah SWT.
3.3.2 Misi DPMPTSP Provinsi Jambi
a. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.
b. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan daerah.

¢. Memantapkan Kualitas SDM.

[
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3.3.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jambi
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3.34

Kedudukan Tugas Pokok Dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jambi
Perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36

Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Susunan organisasi dinas adalah

sebagai berikut:

.

b.

s

Kepala;

Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan; dan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal, Terdin dar :
1. Seksi Pelaksanaan dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
2. Seksi Sarana dan Prasaranan Promosi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, terdin dan :
1. Seksi Pembinaan, Pemantavan dan Pengawasan Penanaman Modal ; dan
2. . Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman modal.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, terdiri dar :
1. . Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I; dan
2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdir dari :
1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I; dan

2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II1.

h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengaduan, Informasi dan Peningkatan Layanan; dan

2. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan.



1) Sekretariat

Sekretariat mempunya tugas Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka

mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah

tangga di lingkungan dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan dinas;
Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawalan, pendidikan dan
pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi keuangan,
hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah
tangga dinas;

Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dibawahnya, yaitu:

1.

Subbag program dan keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat
dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program/kegiatan,
penyusunan rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan serta evaluasi dan
pelaporan dinas. Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan koordinasi penyusunan program kerja tahunan, jangka

menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dan APBD,
APBN, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja;

b. Pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  keuangan,  venfikasi,
perbendaharaan, pembukuan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan

c. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan sesualr dengan bidang

tugasnya.
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2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawalan mempunyai tugas membantu
sekretariat dalam rangka menyiapkan administrasi surat menyurat, Kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian
dan pengelolaan inventaris barang dan asset dinas. Subbagian Umum dan
kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang
inventaris, aset, perlengkapan, pemeliharaannya;

b. Pelaksanaan urusan kepegawian, ketatalaksanaan, organisasi,
kearsipan, perpustakaan, hukum dan perundang-undangan, serta
pelaksanaan hubungan masyarakat, dan protokoler;

¢. Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja ;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian,
penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi
penanaman modal dan pemberdayaan usaha. Bidang Perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha
maupun wilayah;

b. Pengkajian penyusunan dan pengusulan deregulasi kebijjakan penanaman modal
di Daerah;

¢. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan Badan Usaha melalui penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.



Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal membawahi 2 (dua)

seksi dibawahnya, yaitu :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal.

Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam

rangka menylapkan bahan perumusan dan kebijakan yang berkenaan dengan

perencanaan dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di Daerah.

Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

d.

Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum,
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah
berdasarkan sektor usaha:

Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum,
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal didaerah
berdasarkan wilayah;

Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan peta penanaman
modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana
pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah
berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas membantu

bidang dalam rangka menylapkan bahan perumusan dan kebijakan yang

berkenaan dengan pengembangan iklim penanaman modal. Seksi Pengembangan

[klim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

d.

Pelaksanaan  pengumpulan  data, analisis dan  penyusunan
deregulasi/kebijakan penanaman modal didaerah berdasarkan sektor usaha
dan wilayah.

Pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil

menengah, besar dan koperasi;
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C.

Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan pengembangan
potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan
badan usaha melalui pembinaan penanaman modal antara lain,
meningkatkan kemitraan, dan daya saing penanaman modal di daerah; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3) Bidang Promosi Penanaman Modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyal tugas membantu bidang dalam

rangka pelaksanaan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan penyiapan

sarana dan prasarana promosi. Bidang promosi penanaman modal.

d.

Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman
modal di daerah;

Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosl penanaman
modal di dalam dan luar negeri:

Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang dibenikan oleh atasan sesua1 dengan bidang

tugasnya.

Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

1.

Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal.

Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman maodal
mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan
yang berkenaan dengan pelaksanaan promosi. Seksi pelaksanaan dan
pengembangan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan promosi berdasarkan sector usaha dan
wilayah;

b. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan data, analisis dan
penyusunan pelaksanaan kebijakan/strategi promosi penanaman
modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

¢. Pelaksanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.
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2.

Seksi Sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal.

Seksi Sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan yvang berkenaan
dengan sarana dan prasarana promosi. Seksi sarana dan prasarana promosi
Penanaman Modal menvelenggarakan fungs: :

a. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan data, analisis dan
penyusunan bahan-bahan promosi penanaman modal di daerah
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan/sarana promosi penanaman modal;

c. Pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai

tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantavan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi

penanaman modal. Bidang pelaksanaan dan informasi penanaman modal

menyelenggarakan fungsi :

d.

Pelaksanaan pemantauvan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor
usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman
modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangundangan;
Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan

penanaman modal;

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan
pengolahan data penanaman modal; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya



Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal membawahi

2 (dua) seksi dibawahnya, yaitu :

1.

Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal
Seksi Pembinaan, Pemantavan dan Pengawasan Penanaman modal
mempunyal tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan
yang berkenaan dengan pembinaan, pemantauan dan pengawasan
penanaman modal. Seksi pembinaan, pemantauan dan pengawasan
penanaman modal menyelenggarakan fungs: :
a. Pelaksanaan Pembinaan penanaman modal berdasarkan sektor
usaha dan wilayah;
b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;
c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang dan fungsinya.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunya
tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan
dengan pengolahan data, verifikasi, analisa, evaluasi data dan informasi
penanaman modal. Seks1 pengolahan data dan informasi penanaman
modal menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan venfikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan
non perizinan penanaman modal;
b. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan
penanaman modal;
¢. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem
informasi penanaman modal;
d. Pelaksanaan pengolahan datan dan pelaporan penanaman modal;
dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang dan fungsinya.
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5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan A mempunyai

tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di

bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang perencanaan dan

pembangundan daerah, bidang kehutanan bidang pekenjaan umum dan

perumahan, bidang Kkoperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang

penanaman modal. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Periizinan dan Non

Perizinan A menyelenggarakan fungs: :

d.

Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, pengadminstrasi pelayanan menerbitkan perizinan
dan non perizinan A/T;

Pelaksanaan merencanakan, mengolah, memeriksa memverifikasi,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan
perizinan dan non penizinan A/II; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A membawahi

2 (dua) seksi, yaitu ;

1.

Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/L
Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/l
mempunyal tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian
tugas dan bidang penyelenggaraan pelayanan pernizinan dan non perizinan
A, yang berkenaan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang
kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan.
Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/l
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang
kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan

dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
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Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan panwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pengelolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudavaan dan parniwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pengverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan panwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pengvalidas1 penvelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pelaksanaan pembuatan Konsep penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata
bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum
dan perumahan;

Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pengadmimstrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan:
Penertiban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan,
bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.
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2. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/ll. Seksi

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/

mempunyal tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian

tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

All vang berkenaan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nono perizinan A, yang berkenaan dengan bidang perencanaan dan

pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan

bidang penanaman modal. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan A/l menyelenggarakan fungsi :

il.

Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non penizinan bidang
perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM,
bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;

Pengelolah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang
perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM,
bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;

Pengverifikasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
bidang perencanaan dan pembangunandaerah, bidang koperasi dan
UKM, bidang perkebunandan bidang penanaman modal;
Pengkoordinasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi
dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan perizinan dan
non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah,
bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang
penanaman modal;

Pengadministrasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi
dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan

bidang tugasnya



6) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai

tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan di bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAIJ,

bidang lingkungan hidup, bidang energi dan Sumber Daya Mineral, bidang

kelautan dan perikanan, dan sosial dan tenaga kerja. Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan
perizinan dan non perizinan B/I;

Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan
perizinan dan non perizinan B/II; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan No Perizinan B membawahi 2

(dua) Seksi, yaitu :

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/L.

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non penzinan B/I
mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian
tugas dan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/T,
yvang berkenaan dengan bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ,
bidang lingkungan hidup bidang energy dan sumber daya mineral. Seksi
Penyelenggaraan  Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;

b. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan penzinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang

Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
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Pengelolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAIJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Pemvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelavanan
perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan
LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya
mineral;

Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAIJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Penerbitan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang
Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.
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2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II

mempunyal tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian

tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

B/II, yang berkenaan dengan bidang pertanian, perindustrian dan

perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga

kerja. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II

menyelenggarakan fungsi :

.

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

Pengelolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

Pemvenfikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

Pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang

kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

Pemvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang

kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
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h. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan
perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan
tenaga kerja;

1. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

]. Pengadmimstrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

k. Penerbitan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

|. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

7) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas

membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan,

kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan

informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan

non perizinan. Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

menyelengarakan fungsi :

.

Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan,
mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi,
mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun menindak lanjut,
mendokumentasikan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

Pelaksanaan, merencanakan mengumpulkan, merumuskan,
memverifikasi, menganalisis, menganalisis, mengkoordinasikan,
mengolah, memimpin, mengsimplikasikan, mengsinkronisasikan,
mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan harmonisasi dan
pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan;
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C.

Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
memverififkasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin,
memonitoring, mengevaluasy, pengukuran terhadap mutu layanan,
merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah,
mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data,
mendokumentasikan, memetakan layanan pembangunan sarana dan
prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta
peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data
dan pelaporan pelayanan perizinan yang efisien dan efektif; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi 2 (dua)

seksi1 yaitu :

Seksi Pengaduan Informasi dan peningkatan layanan mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan bidang
pengaduan, kebijjakan dan pelaporan layanan yvang berkenaan dengan
pengaduan dan informasi serta peningkatan layanan. Seksi Pengaduan
Informasi dan peningkatan layanan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi, pengaduan, informasi dan Kkonsultasi
layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian,
pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP,
SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. Penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi
pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar
pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

¢. Perencanaan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi
layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian,
pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP,
SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan;
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Pengidentifikasian teknis penanganan pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi
pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar
pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
Pengdokumentasian dan pengarsikanpenanganan pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang
meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan,
standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
Pelaksanaan pemberian dan memfasilitasi layanan pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang
meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan,
standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

. Penganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi
dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi
pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar
pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

. Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi

pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar

pelayanan (S0P, 5P, 5SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
Pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi data penanganan
pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan
layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan,
mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan
inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan;

Pengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi dan

konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi
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pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar
pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan penzinan dan non perizinan;

k. Pelaksanaan pembuatan konsep penanganan pengaduan, informasi
dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi
pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar
pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non penzinan;

I. Pelaksanaan penyusunan laporan penanganan pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang
mehiputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan,
standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan
dalam penyelenggaraan pelayanan penizinan dan non perizinan;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

2. Seks1 Kehjakan, Advokas: dan Pelaporan Layanan.
Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dar bidang
dalam rangka melaksanakan tugas dari bidang pelayanan pengaduan,
kebijakan dan pelaporan yang berkenaan dengan kebijakan, advokasi dan
pelaporan layanan. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Pelayanan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan bahan kebijakan peraturan, advokasi terkait dan
bahan pelaporan vyang meliputi pengembangan layanan,
pengendalian layanan, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,
SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. Perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan
terkait dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan layanan,
pengendalian layanan, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,
SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan;
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Pengumpulan bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-
undangan) terkait harmonisasisasi regulasi daerah dan advokasi
penyelesaman sengketa layanan serta pelaporan yang mehiputi
pengembangan layanan, pengendalian layanan, mutu layanan,

standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

. Pelaksanaan  analisis  bahan-bahan  kebijakan  peraturan

(perundang-undangan), terkait harmonisasi regulasi daerah dan
advokasi penyelesaian sengketa layanan serta pelaporan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

. Pengkajian dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan bahan
pelaporan, kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi
pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk
memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa
pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai keterntuan peraturan
perundang-undangan;

Pengoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah
terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi
dalam penyelesaian sengketa pelayanan dan pelaporan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

. Pelaksanaan pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

. Pelaksanaan penerimaan dan menganalisis permohonan pemberian

insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan serta membuat telaah staf dan atau
surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan atau instansi
terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian

insentif dan kemudahan berusaha;
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1. Pengevaluasian bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi
daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan serta
advokasi dalam penvelesman sengketa pelayanan penzinan dan
non perizinan serta advokasi dalam penyelesaian sengketa
pelayanan perizinan dan non penzinan serta model atau tata cara
penyuluhan terhadap masyarakat;

]. Pelaksanaan pembuatan konsep rancangan kebijjakan dan
harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan
pelayanan perizinan dan non perizinan;

k. Pelaksanaan penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi
peraturan serta advokasi layanan perizinan dan non perizinan
dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Umnit Pelaksana Tekms Dinas
1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan / atau kegiatan teknis
penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD.
2. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(Renstra 2021-2026)

3.2  Prosedur Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk penghargaan
dar pemenntah kepada Aparatur S1pil Negara (ASN) yang telah melaksanakan tugasnya
dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi, pembenan TPP
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi serta

kemampuan keuangan daerah.

Prosedur pemberian TPP di instansi ini tidak dilakukan secara sembarangan,
melainkan mengikuti alur tertentu yang dimulai dari pencatatan kehadiran pegawai,
evaluasi kinerja, verifikasi data oleh pihak vang berwenang, hingga proses pencairan dana
oleh bendahara. Data absensi dan penilaian kinerja menjadi komponen penting dalam

menentukan besar kecilnya TPP yang diterima oleh setiap pegawai.
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Secara umum, sistem pemberian TPP ini dilaksanakan setiap bulan dan mengacu

pada Peraturan Gubernur dan Peraturan Mentern Dalam Negen terkait pedoman

pemberian tambahan penghasilan bagi PNS. Pihak yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan dan pencairan TPP di DPMPTSP Provinsi Jambi adalah bendahara

pengeluaran, vang bekerja sama dengan tim kepegawalan serta pejabat penilal Kinerja

untuk memastikan keakuratan data.

3.2

Solusi untuk Peningkatan Prosedur Pemberian TPP

Peningkatan Kapasitas Server SIABON (Sistem Absensi Online)

Untuk mengatasi gangguan yang sering terjadi saat banyak pegawai melakukan
absensi secara bersamaan, diperlukan peningkatan kapasitas server atau
infrastruktur sistem SIABON. Dengan server yang lebih stabil, proses absensi
tidak terganggu dan data dapat terekam secara real-time.

Optimalisasi Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi.

Untuk mengatasi kendala sinyal atau jaringan yang lemah, khususnya pada lokasi
tertentu, instansi dapat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk meningkatkan

kualitas jaringan

. Pemberian Pengingat atau Notifikasi Absensi

Untuk mencegah pegawai lupa melakukan absensi, sistem SIABON dapat

diintegrasikan dengan fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp, email.



BAB IV
PENUTUPAN
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi, dapat disimpulkan
bahwa prosedur Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu
bentuk penghargaan pemenntah kepada ASN atas kinerja dan kedisiplinan mereka.
Dalam praktiknya, pelaksanaan TPP harus didasarkan pada data absensi dan evaluasi

kinerja pegawai yang akurat serta dikelola secara sistematis.

Selama pelaksanaan magang, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam
beberapa kegiatan administrasi seperti pencatatan surat masuk dan Kkeluar,
mendisposisikan surat yang telah ditandatangani kepala sekretariat, penggunaan aplikasi
SRIKANDI dalam merekap surat, serta mengamati proses administrasi pemberian TPP
secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, penulis memahami bahwa proses administrasi

yang baik sangat menentukan kelancaran pencairan TPP.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala
sepertl kurangnya integrasi teknologi informasi, keterlambatan penyampalan data, serta
kurangnya pemahaman sebagian pegawai terhadap kebijakan TPP. Oleh karena itu,
dibutuhkan upaya peningkatan pemanfaatan teknologi, sosialisasi internal yang lebih
merata, serta Koordinasi antardivisi untuk memastikan pelaksanaan prosedur TPP dapat

berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Melalui kegiatan magang ini, penulis tidak hanya memperoleh wawasan
mengenai prosedur pemberian TPP, tetapi juga keterampilan praktis dalam hal
administrasi dan tata kelola kepegawaian yvang akan sangat bermanfaat dalam duma kerja

ke depan.



4.2  Saran
Dari hasil pembahasan dalam laporan ini, maka penulisan mecoba memberikan
saran sebaga benkut.

1. Perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provins: Jambi
sebaiknya tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai
aturan.

2. penting untuk terus meningkatkan kerja sama antarpegawai agar kinerja instansi

semakin maju dan berkembang.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Logbook Kegiatan Magang
No | Tanggal | Jam Mulai | Jam Selesai Penjelasan Kegiatan
1
Diklat magang
11-2-2025 | 08.00 16.00
2 pengantaran dpl ke tempat magang dan
pembagian divisi setiap mahasiswa yang
magang dan di ajarkan oleh staf untuk
12-2-2025 | 08.00 16.00 mecatat surat masuk dan keluar.izin dan
non 1Zin
3 Menerima dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan diajarkan untuk mendistribusikan
surat masuk,izinnon izin vyang telah
13-2-2025 | 08.00 16.00) disposisikan oleh kepala seketraiat
4
Menerima dan mencatat surat
masuk keluar dan surat 1zin dan non i1zin
lalu mengantar surat yang sudah di
14-2-2025 | 08.00 11.00 disposisi ke devisi devisi
5 Apel pagi
Menerima dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non izin
17-2-2025 | 08.00 16.00
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Menernma dan mencatat surat
masuk.keluar dan surat izin dan non 1zin
dan mengantar surat ke badan

18-2-2025 | 08.00 16.00 kepegawalan dareh.
7
Menerima dan mencatat surat
masuk keluar dan surat 1zin dan non 1zin
19-2-2025 | 08.00 16.00 dan mengantar surat ke badan
kepegawaian dareh.
H
Menerima dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non 1zin
lalu mengantar surat yang sudah di
20-2-2025 | 08.00 16.00 disposisi ke devisi devisi
9
Menerima dan mencatat surat
masuk, keluar dan surat izin dan non 1zin
dan mengantar surat ke badan
21-2-2025 | 08.00 11.00 kepegawaian dareh dan membuat nomor
nib bersama pegawai sos.
10
Menerima dan mencatat surat
masuk,keluar dan surat izin dan non izin
24-2-2025 | 08.00 16.00
11
Menerima dan mencatat surat
masuk, keluar dan surat izin dan non izin
25-2-2025 | 08.00 16.00
12 Menerima dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non 121n
26-2-2025 | 08.00 16.00
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13

27-2-2025

08.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk,keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan mengantar surat vang sudah di
disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.

14

28-2-2025

0&.00

11.30

Menerima  dan  mencatat  surat
masuk.keluar dan surat izin dan non izin
dan mengantar surat Ke badan
kepegawaian daerah dan merekap surat
d1 web snkand.

3-3-2025

(08.00

16.00

Menenma dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non 1zin

16

4-3-2025

(08.00

16.00

Menerima dan  mencatat surat
masuk, keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan mengantar surat yang sudah di
disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.

1L

5-3-2025

08.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk_keluar dan surat 1zin dan non 1zin

18

6-3-2025

08.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk.keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan mengantar surat Ke badan
kepegawalan dareh.
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19

Menernma dan mencatat surat
masuk.keluar dan surat izin dan non 1zin
dan mengantar surat yang sudah di

7-3-2025 08.00 11.00 disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.
20 Menerima dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan me scan surat tersebut untuk di
berikan ke staf.
10-3-2025 | 08.00 16.00
21 Menerima  dan  mencatat  surat
masuk_keluar dan surat 1z21n dan non 1zin
dan me scan surat tersebut untuk
berikan ke staf.
11-3-2025 | 08.00 16.00
22
Menerima dan mencatat surat
masuk, keluar dan surat izin dan non izin
12-3-2025 | 08.00 16.00 dan mengantar surat vang sudah di
disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.
23
Menernnma dan mencatat surat
masuk_keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan mengantar surat ke badan
13-3-2025 | 08.00 16.00 kepegawaian dareh.
24
Menerima dan mencatat surat
masuk, keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan mengantar surat ke badan
14-3-2025 | 08.00 11.30 kepegawaian dareh.
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25

18-3-2025

0&8.00

16.00

Menerima surat masuk dan Keluar lalu
kedatangam dpl untuk pengantaran.
Isoma

Mencata dan menerima surat
masuk_ keluar dan surat 1zin non izin.

26

19-3-2025

08.00

16.00

Menerima,mencatat surat masuk_ keluar
dan surat 1zin dan non 1zin dan men scan
untuk dikirmkan ke staf seketariatan.

27

20-3-2025

08.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk_keluar dan surat 1z1n dan non 1zin
dan mengantar surat vang sudah
disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.

28

21-3-2025

0&8.00

11.30

Menerima dan mencatat surat
masuk keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan merekap data surat tim teknis

29

24-3-2025

(08.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan memperbaiki data rekap tim teknis.

30

25-3-H125

08.00

16.00

Menerima  dan  mencatat  surat
masuk,keluar dan surat izin dan non izin
dan mengantar surat vang sudah di
disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.




31

26-3-2025

0&8.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk keluar dan surat izin dan non 1zin
dan menscan surat tersebut.

32

27-3-2025

08.00

16.00

Menenma dan mencatat surat
masuk. keluar dan surat 1zin dan non 1zin.

33

8-4-2025

08.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk_keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan mengantar surat vang sudah
disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.

34

9-4-2025

05.00

16.00

Menerima dan mencatat surat
masuk keluar dan surat 1zin dan non 1zin
dan mewawancarai bendahara dpmptsp
terkait dengan laporan magang saya.

33

10-4-2025

(08.00

11.30

Menerima  dan  mencatat  surat
masuk.keluar dan surat izin dan non izin
dan mengantar surat yang sudah &
disposisikan untk di antar ke beberapa
devisi.

36

11-4-2025

(08.00

16.00

Penjemputan oleh dpl
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LAMPIRAN 2

Pengantaran Oleh DPL ke instansi

LAMPIRAN 2

Menyatat surat masuk. keluar,izin, dan surat non izin




LAMPIRAN 3

Penjemputan Oleh Dpl

DPMPTSP
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. Program Studi
. No. HP
. Tempat/ Tanggal lahir
. Alamat Rumah

5. Alamat Gmaail

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

:Diloma I1I

:0852-1046-1208

Riwayat Pendidikan

:Sengeti 11 maret 2004
:Kec kumpeh ulu desa ramin

:deen97916@ gmail.com

Nama Tahun Spesialisasi
NO Pendidikan Dan sampai Bidang
1 SD 141/1X 2013 2018
RAMIN BLOC C
2 SMP 43 MUARO 2018 2020
JAMBI
3 SMK 5 MUARO 2020 2022 ATP
JAMBI
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